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KOTA BLITAR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ERNA SANTI, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Blitar, 18 April 2025

// 9 Wahkota htar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3 |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

8,575,873,846.08

KOTA BLITAR
No Sasaran Stratregis Indikator Kinerja Target
1 |Meningkatnya kualitas penataan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang 96.25(%)
2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan 99.00(%)
Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman berkelanjutan :
Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan 99.215(%)
berkelanjutan
3 |Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum Indeks infrastruktur pekerjaan umum 89.69(Indeks)
4 [Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang |Persentase penyelenggaraan penataan ruang 54.12(%)
. I : Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem 3
5 |Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD Pengelolaan Air Limbah omestik ( SPALD ) 10.19(%)
: i . Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sintem
6 |Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM Penyediaan Air Minum S(Igp KM )g 3.19(%)
7 |Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga Indeks infrastruktur Bina Marga 81.00(Indeks)
8 |Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi Persentase peran aktif jasa konstruksi 57.75(%)
9 [Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air Indeks infrastruktur Sumber Daya Air 99.25(Indeks)
10 |Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya Persentase gedung Pemerintah sesuai standar 94.90(%)
11 [Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 85.95(Nilai)
No Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1,024,862,000.00| chepatan Bag!
Dana Bagi Hasil
2 |PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 624,177,100.00{(DBH), Pendapatan
Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil

(DBH), Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor
(PKB), Pendapatan
Bagi Hasil

4 |PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

345,080,000.00

Dana Bagi Hasil
(DBH)

5 |PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

10,351,717,800.00

Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Bagi
Hasil (DBH),
Pendapatan Bagi
Hasil

6 |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

3,441,106,100.00

Pendapatan Bagi
Hasil

7 |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1,048,194,600.00

Dana Alokasi Umum
(DAU), Pajak Air
Tanah, Pendapatan

Bagi Hasil
8 |PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 16,400,000.00 g)aggfagi Hasil
o |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR Pendapatan Bagi
ddon 148,235,000.00,

10 |[PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

4,912,859,947.00

Pendapatan Bagi
Hasil

Dana Alokasi Umum

DAU), Dana Bagi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ( »
11 KABUPATEN/KOTA 7,636,368,938.92|Hasil (DBH), ]
Pendapatan Bagi
Hasil
Total: 38,124,875,332.00

Blitar, 18 April 2025
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